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ABSTRAK

Aidina Fitriyani, 201410115012, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja
Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-
1/2003 (Studi Kasus Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI1/2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai dua tujuan.
pertama, untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan kerja karena
kesalahan berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003.
Kedua, untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung nomor 1112
K/Pdt.Sus-PHI/2017 telah memberikan rasa keadilan terhadap pekerja terkait
sengketa hubungan industrial karena kesalahan berat. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi
penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor
012/PUU-1/2003 yang telah Menyatakan Pasal 158 dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimana di dalamnya
terdapat Frasa “kesalahan berat” telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat lagi. Yang setelah itu Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi melalui  Surat Edaran Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/1/2005
memberikan penjelasan lebih lanjut yang dimana salah satu pointnya berbunyi
“Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan
kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)) maka PHK dapat dilakukan setelah ada
putusan hukum pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Frasa “eks
pasal 158 ayat (1)’ dapat dimaknai pula sebagai sepanjang aturan tersebut
mengenai kesalahan berat maka baik itu terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama
(PKB), Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan, maka sepenuhnya wajib
tunduk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penyelesaian pemutusan hubungan
kerja karena kesalahan berat dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung pada
Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017 dalam hal pemutusan hubungan kerja karena
kesalahan berat belum sejalan dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah
Konstitusi dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang mana
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 atas hak uji
materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
ketentuan Pasal 3 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, yang pada intinya apabila terjadi
pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat harus melalui proses peradilan
pidana, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan pekerja
bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht
van gewisjde).

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kesalahan Berat, Keadilan.
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ABSTRACT

Aidina Fitriyani, 201410115012, Completion Dispute Work Relations Due to
Heavy Mistakes Pasca Verdict of The Constitutional Court Number 012/PUU-
1/2003 (Case Study Number 1112 K/Pdt.Sus-PHI1/2017).

In connection with this, this study has two objectives. First, to know
completion dispute work relations due to heavy mistakes pasca verdict of the
constitutional court number 012/PUU-1/2003. Second, to know whether the
Supreme Court's decision number 1112 K / Pdt.Sus-PHI / 2017 has provided a
sense of fairness to workers relating to industrial relations disputes due to grave
errors. The research method used in this research is normative juridical with
descriptive analytical research specifications, data sources used in the form of
primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.
Based on the results of research shows that in the decision of the Constitutional
Court number 012 / PUU-I / 2003 which has been stated Article 158 of Law
Number 13 Year 2003 regarding Manpower in which the phrase "big mistake"
has been canceled and declared no longer binding legal force. After that the
Minister of Manpower and Transmigration through Circular Letter Number SE-
13/ MEN / SJ-HK / 1 / 2005 provides further explanation which one of the points
reads. "Employers who will dismiss on the grounds of workers / labor have made
a serious mistake (the provisions of Article 158 paragraph (1)) then the layoffs
can be made after a criminal law decision that has had permanent legal force.”
The phrase "ex section 158 paragraph (1)" may also be interpreted as long as the
rules concerning grave errors are so well contained in the Collective Labor
Agreement (PKB), Work Agreement and Company Regulation, shall be entirely
subject to the Minister of Manpower and The Transmigration. The conclusion in
this study is that the settlement of termination of employment due to serious
mistake where the Supreme Court Judge on Number 1112 K / Pdt.Sus-PHI / 2017
in case of termination of employment due to serious mistakes not in line with what
has been decided by the Constitutional Court and Circular Letter of the Minister
of Manpower and Transmigration. Which through the Decision of the
Constitutional Court Number 012 / PUU-I / 2003 on the right of judicial review of
Law Number 13 Year 2003 on Manpower of the 1945 Constitution of the State of
the Republic of Indonesia and the provisions of Article 3 of the Minister of
Manpower and Transmigration Number: SE-13 / MEN / SJ-HK / | / 2005, which
in essence the thought of termination of employment because of heavy calls must
go through legal process, up to the provisions of the Court's Decision stating that
workers have committed crimes that have been legally binding (inkracht van
gewisjde)

Keywords: Work termination, Servere eror, Justice.
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